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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
rahmat dan karunia Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019. LKjIP
tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata BKPPD Kabupaten Purbalingga dalam
mengimplementasikan SAKIP sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 29 tahun 2019
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara tehnis diatur
dalam PermenPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

LKjIP .adalah wujud pertanggngjawaban pejabat publik kepada masyarakat
tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Dalam laporan ini
disajikan analisis kinerja tujuan dan kinerja sasaran, evaluasi pelaksanaan kegiatan
yang telah dilaksanakan selama tahun 2019. Selanjutnya dari analisis tersebut
menghasilkan capaian kinerja BKPPD yang memberikan gambaran penyelenggaraan
manajeme‘rl kepegawaian pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Renstra dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKKPD serta keberhasilan capaian sasaran
selama satu tahun anggaran 2019 dan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas
capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat
memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good govenance, yaitu dalam rangka
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di BKPPD.

Demikian LKjIP tahun 2019 ini kami susun, semoga bermanfaat. Terimakasih

Purbalingga, 28 Februari 2019
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Purbalingga sebagai salah satu Badan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistem
pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai
tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah, sebagaimana tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021, telah ditetapkan visi Pemerintah
Kabupaten Purbalingga sebagai berikut
“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera
yang berakhlak mulia”

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pembangunan bidang
Kepegawaian ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten yaitu pada misi ke-1
sebagai berikut Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien,
Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan
Secara Prima kepada Masyarakat
Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi tersebut, BKPPD menetapkan
tujuan jangka menengah yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi
BKPPD , yaitu : “Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen
Sumber Daya Aparatur”
Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 2 (dua) prioritas sasaran
yang ingin dicapai pada tahun 2019, yaitu :
1) Meningkatnya kompetensi dan profesinalisme SDM aparatur dengan indikator :
a. Persentase penempatan SDM ASN sesuai%rmasi dan kompetensi
b. Persentase ASN yang lulus pengembangan kometensi sesuai dengan
jabatannya
2) Meningkatnya kinerja ASN dengan indikator rata-rata nilai SKP ASN,/

Guna mencapai tujuan dan prioritas sasaran tersebut pada tahun 2019,
BKPPD Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 2 (dua) program utama dengan
26 (Dua Puluh Enam) kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp.
8.686.929.000.,- (Delapan Milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus
dua puluh sembilan ribu Rupiah), terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.897.159.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 3.754.752.707 - terdapat selisih sebesar Rp. 142.406.293,- terdiri dari Gaji
pegawai sebesar Rp. 73.915.215,- Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp.
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10.169.500,- dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.
58.321.578,-

2) Belanja Langsung sebesar Rp.8.686.929.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.7.812.724.037,- atau sebesar 89,94%, terdapat selisih dan atau efisiensi
sebesar Rp.874.204.973,-

Secara Umum pada tahun 2019 BKPPD dapat melaksanakan kinerja
tujuan strategis dan kinerja sasaran sttratgis yang telah ditetapkan dengan tingkat
capaian kinerja Rata - rata sebesar 128,2% atau masuk kategori “sangat
berhasil”

Hasil evaluasi pada tujuan strategis tersebut mendapatkan nilai rata-rata
99,2% dengan kategori berhasil, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja
tahun 2018 dengan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga sebesar
62 dengan kategori Rendah, maka Profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga
mengalami peningkatan. Untuk tingkat capaian sasaran-1 : yaitu Meningkatnya
kompetensi dan profesinalisme SDM aparatur, ini ditunjukan dengan capaian
kinerja yang dapat dicapai yaitu sebesar 158,8 %. Sedangkan Untuk tingkat

—

capaian sasaran-2, yaitu meningkatnya kinerja ASN adalah sebesar 111,9%.

Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahT. tingkat
kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Untuk mengukur kualitas Aparatur
Sipil Negara secara umum digunakan Indeks Profesionalitas ASN (f ASN) yang
mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, dan pelanggaran disiplin

Berdasarkan ;asil perhitungan, untuk capaian kiner‘j_a pada indikator

penempatan _/5§_§ sesuai formasi dan kompetensi tahun 2019 sebesar 25_3_3;% Nilai
ini diperoleh melalui perbandingan jumlah ASN Kabupaten Purbalingga yang [ Aoy 1
ditempatkan sesuai_formasi dan kompetensi sebanyak m pegawai denganm % .

seluruh jumlah pegawai berdasarkan Bezetting Tahun 2019 sebanyak 7_.14;? ‘-.32
pegawai. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut maka kinerja indikator - &
Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi pada tahun 2019 tercapai % am %
100 persen, yaitu dari 472 PNS yang mengikuti diklat dan dinyatakan lulus semua. W kaﬁ
. Target rata-rata nilai SKP PNS tahun 2019 adalah 77 sedangkan ﬂ" g
realisasinya 86,2 dengan kategori ‘B a i k” artinya setiap PNS di Kabupaten q?f ik
Purbalingga telah menerapkan manajemen POAC yaitu Planing, organizing, Leuw [“64

actuating dan controling yang baik dan ditunjang perilaku yang baik hal ini
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dibuktikan selama tahun 2019 untuk kasus pelanggaran disiplin hanya terdapat 11
kasus (0,15%).

Meskipun tingkat capaian tujuan dan sasaran strategis masuk dalam
kategor i” sangat berhasil”, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat
beberapa permasalahan yang ditemuli, yaitu :

(a) Masih terbatasnya menu/modul aplikasi pada Sistem Manajemen
Kepegawaian ( E-Kepegawaian) yaitu baru tesedia modul E-personal

(b) Laptop yang kurang untuk melakukan verifikasi dan superisi seleksi
administrasi pengadaan CPNS dikarenakan semua sistem penerimaan
CPNS melalui on line

(c) Listrik yang sangat mendesak untuk ditambah daya dikarenakan sering
padam.

(d) Belum tersedianya Genset, alat ini sangat diperilukan untuk proses
kelancaran verifikasi dan supervisi data pelamar dalam penerimaan
CPNS, hal ini dikarenakan sering terjadi pemadaman listrik, sehingga
sangat mengganggu kelancaran tugas

(e) Kurang adanya respon atau komitmen dari OPD-OPD di lingkungan
Pemerintah Daerah untuk menginput data kepegawaian di masing-masing
OPD melalui sistem E-kepegawaian yang telah disediakan, sehingga
sering terjadi keterlambatan update data kepegawaian di BKPPD.

(f) Penilaian kinerja berbasis elektronik belum dapat dilaksanakan karena
belum adanya anggaran dan sistem yang menggabungkan penilaian
kinerja dan tunjangan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka BKPPD
Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

(a) Segera mengusulkan anggaran untuk penambahan modul Aplikasi pada
sistem Manajemen Kepegawaian yaitu modul E- KGB E- ijin Belajar E-
Mutasi, E- Fasilitas (Karis Karsu, KPE, Taspen) E-Jabatan, E- Diklat, E-
Hukdis E- Baperjakat, E- Pensiun

(b) Segera mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan
pengadaaan sarpras tersebut diatas pada tahun anggaran 2020.

(c) Bersurat kepada semua OPD utntuki menginput data kepegawaiannya
melalui aplikasi sistem manajemen E-Kepegawaian.

(d) Merumuskan kebijakan pemberian tunjangan kinerja berbasis Penilaian

kinerja secara elektronik*
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada
daerah Provinsi/Kabupaten./Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya
sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta
masyarakat

Semakin  kritisnya  masyarakat terhadap  penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada tuntutan
pertanggungjawaban yang lebih realistis, mendorong pemerintah untuk meninjau
kembali sistem pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan
yang lebih accountable, hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab.

Hal tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No.
XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dengan demikian jelas
bahwa rakyat mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good
Governance yang menitikberatkan pada asas-asas demokrasi, transparansi dan
partisipasi dalam setiap pelaksanaannya. Aspek-aspek ini merupakan prasyarat
utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sistem ini
dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)
Kanupaten Purbalingga sebagai salah satu Badan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai
berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada
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publik secara transparan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) tahun anggaran 2019.

Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) BKPPD Tahun
2019 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan
Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP

LKjIP BKPPD Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKPPD selama kurun waktu 1
tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menjadi alat kendali untuk
mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Tahun 2019 BKPPD adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis BKPPD sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPPD Tahun 2016 - 2021;;

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya
dalam perencanaan kerja di tahun mendatang dalam rangka upaya perbaikan
yang berkesinambungan bagi BKPPD untuk meningkatkan kinerjanya;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran dalam
rentang waktu satu tahun anggaran 2019.

. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

D.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Berdasar Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
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Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga
sebagai berikut :
a. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatuhan Daerah
Kabupaten Purbalingga
b. Sekretariat
1) Sub Bagian Perencanaan
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Data dan Pengadaan Pegawai, terdiri dari :
1) Subbidang Data dan Dokumentasi Kepegawaian
2) Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
d. Bidang Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ;
e. Bidang Kepangkatan dan Jabatan, terdiri dari :
1) Subbidang Kepangkatan ;
2) Subbidang Jabatan ;
f. Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian, terdiri dari :
1) Subbidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai ;
2) Subbidang Penatausahaan Kepegawaian ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional

D.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, tugas dan fungsi
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Purbalingga adalah membantu tugas Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan
Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam penyelenggaraannya, BKPPD Kabupaten Purbalingga
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pendidikan
dan Pelatihan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan
Pendidikan dan Pelatihan,Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
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pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kepegawaian dan Pendidikan
dan Pelatihan;

c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan
Pelatihan;

Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 12 Tahun 2016 tanggal
26 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Susunan Struktur Organisasi BKPPD sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Purbalingga.

Kepala BKPPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan
daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya BKPPD mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan;

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
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